
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATl MOJOKERTO 
NOMOR .2.3 TAHUN 2017 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a . bahwa da la m ra ngka mendukung kelanca ra n 
pela ksanaan program rasLrn di Lingka l daera h da n 
m enindaklanjul i Surat Depu li Bida ng Koordinasi 
Penanggula ngan Ke mis kina n da n Perlindungan Sosia l 
Kemenko RI ta nggal 22 Pebruari 2017 Nomor. 8-24 7 / O-
11 / KPS .0 1.00 / 02/20 17 periha l Pedoman Umum Rastra 
Tahun 2017 diperluka n panduan pelaksa n aan yang 
mengatur m engena i pe tunjuk teknis program subs idi 
bera s sejahtera di Ka bupa ten Mojokerto; 

b . ba hwa berdasarka n pertimba nga n sebaga ima n a 
dima ksud pada huruf a perlu m enetapka n Peratura n 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Ra stra Tahun 
Angga ra n 2017; 

1. Unda ng-Undang Nomor 12 Ta hun 1950 tenta ng 
Pembe n tuka n Daera h Daera h Ka bupa ten da la m 
Lingkungan Provins i J awa Timur junc to Unda ng-Unda ng 
Nomor 2 Tahun 1965 Le nLang Peruba ha n Ba las Wilayah 
Kotapraja Sura baya da n Daera h Tingkat II Sura baya; 

2 . Unda ng- Unda ng Nom or 11 Ta hun 2009 tenta ng 
Keseja h te raan Sos ia l; 

3 . Undang-Undang Nomor 18 Ta hun 201 2 tentang Pa nga n ; 
4 . Unda n g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinta ha n Daera h sebagaimana tela h diuba h 
bebera pa ka li , terakhir de ngan Unda ng-Unda ng Nomor 9 
Ta hun 2015; 

5 . Unda ng-U nda ng Nomor 18 Ta hun 201 6 tenta ng 
Anggara n Penda patan da n Bela nja Negara Tahun 
Anggara n 2017; 

6. Pera turan Pemerinta h Nomor 17 Ta hun 20 15 tcmang 
Keta h a na n Pangan dan Gi7,i; 

7. Peratu ran Pres idcn Nomor 15 Ta hun 2010 ten tang 
Pe rcepa la n Pe na nggula nga n Kemi skina n sebagaimana 
Lelah diuba h dengan Pera turan Presiden Nomor 96 
Ta hu n 20 15; 



Menetapkan 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomc,r 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi '-Jawa Timur Nomor 17 Tahun 
2016 ten tang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dae rah 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017; 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentuan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mojokerto; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7; 

13. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mojokerto; 

14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI 
PROGRAM SUBSIDI 
ANGGARAN 2017. 

TENTANG 
BERAS 

Pasal 1 

PETUNJUK 
SEJAHTERA 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto 
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 

TEKNIS 
TAHUN 

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto 
tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras 
Sejahtcra Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis 
Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun Anggaran 201 7. 

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan pedoman teknis pelaksanaan program 
Subsidi Beras Sejahtera bagi Tim • Koordinasi Beras 
Sejahtera Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ 
Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 3 

Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras 
Sejahtera Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal / h11~~ ~Olr 

Ditetapkan di Mojokerto 
Pada tanggal 1 rn1wf B.Dlt 

MUSTO 

MOJOKERTO, 

DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR .24 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR -'~ TAHUN 201 7 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
SUBSIDI BERAS SEJAHTERA 
TAHUN ANGGARAN 2017 

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI RASTRA TAHUN ANGGARAN 2017 

A. Latar Belakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Visi Pembangunan Pcmcrintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 
Tahun 2016-2021 adalah " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto 
Yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan 
Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan", 
mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dapat dicapai 
dengan peningkatan perekonomian, pendidikan dan kesehatan yang 
berkualitas, merata dan terjangkau, tingkat kesejahteraan ekonomi 
masyarakat dapat diukur dengan rendahnya tingkat kemisikinan, ketahanan 
pangan yang mantap, menurunnya tingkat pcngangguran, pendapatan 
perkapita yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta 
terjaganya kualitas lingkungan hidup. Dalam pcncapaian masyarakat yang 
sejahtera salah satunya mendukung Program Rastra di Kabuapten Mojokerto 
yang merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang perberasan 
nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga 
Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/WaliKota 
di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan 
petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas 
ekonomi nasional. 

Pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat yang fokus pada 
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam perspektif kebijakan umum, 
Pemerintah Kabupaten Mojokcrto memiliki peran sebagai intennediary agency 
(penghubung) berbagai kepentingan mulai dari Desa, Kecamatan, Propinsi, 
hingga nasional serta ke semua lapisan masyarakat secara proporsional. 
Begitu juga dalam hal pelaksanaan Program Rastra yang merupakan Program 
Nasional untuk seluruh masyarakat berpendapatan rendah diseluruh 
Indonesia yang dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap 
bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan 
sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi 
penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan 
keuangan digital dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan 
memperluas inklusi keuangan. 
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Ban yak hal yang telah dilakukan oleh Pemerin tah Ka bu paten Mojokerto 
selaku Intermediary Agency dalam mensukseskan pelaksanaan Program 
Rastra, mulai dari perencanaan, sosialisasi, koordinasi, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi program serta tindak lanjut pengelolaan pengaduan 
sampai pada tahapan akhir pelaporan kepada Pemerintah Provinsi, dengan 
melibatkan seluruh stakeholder dari level Kabupaten dan Kecamatan sampai 
ke level Desa/Kelurahan serta komponen masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan 
ini merupakan kebijakan dalam pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten 

Mojokerto. 

B. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program Rastra di Kabupaten Mojokerto dilandasi oleh 
Peraturan perundangan se bagai beriku t : 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa juncto Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015; 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Ketahanan Pangan 
dan Gizi; 

8. Pera tu ran Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Perce pa tan 
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Pera tu ran 
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
Anggaran 2017; 
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12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2017; 

13. Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 
Perlindungan Sosial selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat tanggal 22 
Pebruari 2017 Nomor B-247 /D-II/KPS.01.00/02/2017 perihal Pedoman 
umum Subsidi Rastra; 

14. Peraturan Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
kabupaten Mojokerto; 

17. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

C. Ketentuan Umum 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto. 

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 

4. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 

5. BAST adalah Serita Acara Serah Terima Beras Rastra berdasarkan 
SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani 
Perum BULOG dan Pelaksana Distribus 

6. DPM-1 adalah Model Daftar Pcncrima Manfaat Rastra di 
Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil KPM melalui 
mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutahiran. 

7. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/ Kelurahan. 

8. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Fakir 
Miskin ( FPPDT-PFM ) adalah Formulir pencatatan pendaftaran dan 

Perubahan Rangking Keluarga Penerima Manfaat, sebagai input Data 
Terpadu Penanganan Fakir Miskin. 

9. Formulir Rekapitulasi Pengaanti (FRP) adalah Formulir Pencatatan 
KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM 
Rastra melalui musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah Setingkat. 

10. HTR adalah Harga Tebus Beras Rastra di Titik Distribusi (TD). 

11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat terdiri dari 
aparat Desa/ Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai Pelaksana Distribusi 

Rastra. 
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12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat 
dan/ atau kelompok masyarakat di Desa/ Kelurahan yang tetapkan 
oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra. 

13. Kemasan Beras Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan 
kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. 

14. Kualitas Beras Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai 
dengan kebijakan Pemberantasan yang berlaku 

15. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah 
forum pertemuan musyawarah di Desa/ Kelurahan yang melibatkan 
aparat Desa/ Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan,TKSK 
dan Perwakilan KPM Rastra dari setiap satulan lingkungan setempat 
( SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar KPM. 

16. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan 
musyawarah di Kccamatan yang melibatkan Camat, Kepala 
Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi 
penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan. 

17. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat 
Rastra atau jumlah Beras yang dialokasikan bagi KPM rastra untuk 
Tingkat Provinsi Timur atau Kabupaten pada tahun tertentu. 

18. Padat Karya Rastra adalah sistem penyaluran Rastra kepada KPM 
yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM 
diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan 
diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) oleh 
Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Provinsi Jatim atau Pemerintah Kabupaten. 

19. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kclompok Kerja (Pokja) di Titik 
Dintribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok 
Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah. 

20. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM 
oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat untuk 
menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1. 

21. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan 
Program Rastra di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan 
situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum 
Rastra. 

22. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program 
Rastra di Kabupaten yang disusun scsuai dengan situasi dan kondisi 
setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra. 

23. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah Program Subsidi Pangan 
(Beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

24. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah 
Keluarga yang berhak menerima Beras dari Program Rastra yai tu 

Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 ( Daftar Penerima Manfaat- 1 ) 
Rastra. 
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25. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG. 

26. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi 
Pagu Rastra. 

27. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) 
adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub 
Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra. 

28. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/ kelurahan yang 
ditetapkan sebagai tempat atau lokasi pcnyerahan beras Rastra yang 
strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakai oleh 
peleksana distribusi dan KPM setempat termasuk Warung Desa 
(Wardes). 

29. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau 
lokasi lokasi penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG kepada 
Pelaksana Distribusi Rastra di Kantor Balai Desa/ Kelurahan, atau 
lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten 
dengan Perum BULOG. 

30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang 
yang dibcri tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial 
dan/ atau Dinas Instansi Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten 
Mojokerto selama jangka waktu tertentu untuk melakukan 
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra sesuai 
dengan Wilayah penugasan di Tingkat Kecamatan. 

31. Tim Koordinasi Rastra ( Tikor Rastra ) adalah Tim yang diben tuk 
secara berjenjang di Tingkat Pusat Provinsi Kabupaten sampai dengan 
Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam 
pelaksanaan Program Subdidi Rastra scrta pertanggung jawabannya 
sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. 

32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah 
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam 
mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan 
kemiskinan di daerah. TKPK diketuai oleh Wakil Bupati dan 
Sekretaris TKPK adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Mojokerto. 

33. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/Kelurahan 
baik milik masyarakat Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan 
yang mcmiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan 
dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra 
Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Rastra 
dari Peru m Bulog. 
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BAB II 
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT 

A. Tujuan 

Tujuan Program Rastra Kabupaten adalah mengurang1 beban 
pengeluaran Kcluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian 
kebutuhan pangan beras. 

B. Sasaran 

Sasaran Program Rastra Tahun 201 7 di Kabupaten Mojokerto adalah 
berkurangnya beban pengeluaran 64.879 KPM dalam mencukupi kebutuhan 
pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 
kg/KPM/bulan atau setara 180 kg/KPM/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,
/kg di Titik Distribusi (TD). 

C. Manfaat 

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut: 

1. Peningka tan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme 
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 

2. Pcningkalan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) 
maupun ekonomi (hargajual yang terjangkau) kepada KPM. 

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 

4. Stabilisasi harga beras di pasaran. 

5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan 
harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional. 

6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah. 
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BAB III 
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN 

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Mojokerto 
perlu dibentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, Tim Koordinasi Rastra 
Kecamatan dan Pclaksana Distribusi Rastra di Desa/ Kelurahan. 

Penanggung jawab Program Rastra Kabupaten Mojokerto adalah Bupati, 
di Tingkat Kccamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah 
Kepala Desa/ lurah/ Kepala Pemerintahan setingkat. 

A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten 

Bupati Mojokerto bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra 
dan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, 
sebagai bcrikut: 

1. Kedudukan 
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra 
di Ka bu paten, yang bcrkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

2. Tugas 
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan 

koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan 
penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, 
memilih dan menentukan salah satu dari 4 (empat) alternatif pola 
penyaluran Rastra (penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, 
Kclompok Masyarakat, Padat Karya Rastra) serta melaporkan 
hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra 
Kabupalcn mempunyai fungsi : 
a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung 

pclaksanaan Program Rastra di Kabupaten. 
b. Pcnctapan Pagu Rastra Kecamatan. 
c. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM 
d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Rastra 

Tahun Anggaran 2017 (Juknis Rastra 2017). 
e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten. 
f. Pcrencanaan penyaluran Rastra. 
g. Koo rd i nasi Penyelesaian HTR. 
h. Pcnyclesaian Administrasi Rastra. 
1. Pcmantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di 

I<ccamatan, Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan Setingkat. 
J. Pcnanganan pengaduan. 

k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi 
Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di 
Desa/ Kelurahan / Pemcrin tahan Setingkat. 
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1. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra 
Provinsi Jawa Timur. 

4. Sruktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten 

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari Penanggungjawab, 
Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa bidang antara 
lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring 
dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri 
dari unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Penanggung Jawab Bupati Mojokerto 
2. Pengarah Wakil Bupati Mojokerto 
3. Pembina Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto 
4. Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten 

5. Wakil Ketua I 

6. W akil Ketua II 

7. Sekretaris 

8. W akil Sekretaris 

9. Bendahara I 

10. Bendahara II 

11. Bidang-Bidang 
1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan 
Pendistribusian 

Mojokerto 
Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya 
Selatan 
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Mojokerto 
Kepala Bagian Administrasi Kesra Rakyat 
Setda. Kabupaten 
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan 
Masyarakat pada Bagian Administrasi 
Kesra Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto 
Staf Bagian Administrasi Kesra Setda. 
Kabupaten Mojokerto 
Kepala Seksi Keuangan pada Perum 
BULOG Sub Divre Surabaya Selatan 

a. Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten 
Mojokerto 

b. Kepala Badan Pusat Statistik 
Mojokerto 

c. Kepala Bagian 
Perekonomian Setda. 

Administrasi 
Kabupaten 

Mojokerto 
d. Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre 

Surabaya Selatan 
e. Kepala Sub Bagian Keagamaan dan 

Bina Mental pada Bagian Administrasi 
Kesra Setda. Kabupaten Mojokerto 

a. Kepala Gudang Bulog Mojokerto 
b. Camat se Kabupaten Mojokerto 
c. Kepala Desa/Lurah Se Kab. Mojokerto 



3) Monitoring dan 
Evaluasi 

4) Pengaduan 
Masyarat 
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a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Mojokerto 

b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi 
Keagamaan dan Prasarana Keagamaan 
pada Bagian Administrasi Kesra Setda. 
Kabupaten Mojokerto 

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan pada 
Kecamatan se Kabupaten Mojokerto 

d. Staf Perum Bulog Sub Divre Surabaya 
Selatan 

e. 4 (empat) Staf Bagian Administrasi 
Kesra Setda. Kabupaten Mojokerto 

f. Staf Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto 
g. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Mojokerto 
h. 2 (dua) Unsur Forum Lintas Pelaku 

a. Inspektur Kabupaten Mojokerto 
b. Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Mojokerto 

c. Kepala Bagian Hukum Setda. 
Kabupaten Mojokerto 

d. 3 (tiga) Unsur Kepolisian Resor 
Mojokerto 

e. 3 (Tiga) Unsur Kejaksaan Negeri 
Mojokerto 

D. Tim Koordinsi Rastra Kecamatan 

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra di 
wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai 
berikut: 

1. Kedudukan 

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program 
Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Camat. 

2. Tugas 

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas 
merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, 
pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat Kecamatan serta 
melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Rastra 
Kabupaten. Tim Rastra Kecamatan dibantyu oleh TKSK dalam 
mendampingi pelaksanaan Program rastra di Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan. 



-10-

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra 

Kecamatan mempunyai fungsi : 

a. Pcrcncanaan penyaluran Rastra di Kecamatan; 

b. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM; 

c. Sosialisasi Rastra di Kccamatan; 

d. Pcndistribusian Rastra ; 

e. Penyelcsaian HTR dan administrasi Rastra ; 

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra di 
Dcsa/Kclurahan/Pemerintah Setingkat; 

g. Pcmbinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di 

Desa/ Kelurahan / Pemerin tahan Setingkat ; 

h. Pclaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra 
Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari 

t.ingkat. Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra 

dari Pclaksana Distribusi Raskin kepada KPM. 

1. Pcnanganan Pengaduan. 

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan 

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung 

jawa b, kctua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: 
pcrcncanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan 

evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan 
Carnal. 

Kea nggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari 

unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain 

Sckrctariat. Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala 

Scksi PM D atau Kepala Seksi terkait, dan Koordinator Statistik 

Kecarnatan (KSK). 

E. Pelaksana Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan/ Pemerintah 
Setingkat. 

Kepala Dcsa/ Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat bertanggung jawab 
atas pelaksanaan Program Rastra diwilayahnya, memilih dan 

menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi 

Rastra, yaitu : 

1) I<clompok Kerja (Pokja); 

2) Warung Desa (Wardes); 

3) Kclompok Masyarakat (Pokmas); 

4) Padat. Karya Rastra. 

Pembcntulrnn Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Rastra diatur 
dalam Pcdoman Khusus. 
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1. Kedudukan 

Pclaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan 
berlanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah yang ditunjuk 
berdasarkan surat penunjukan/penetapan dari Kepala 
Desa/ Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat. 

2. Tugas 

Pclaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, 
mencrima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR 
serta menyelesaikan administrasi. 

3. Fungsi 

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi : 

a. Mclakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM. 

b. Pc mcri ksaan dan penerimaan / penolakan Rastra dari Perum Bulog 
di 'T'D untuk Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat yang TD nya 
tidak berada di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat, maka 
petugas yang memeriksa dan menerima/ menolak Rastra diatur 
dalam 1.J uknis Rastra. 

c. Pcndislribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang 
tcrdapat dalam DPM-1 di TB. 

d. Pencrimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai dan disetorkan 
langsung secara tunai dan/atau melalui rekening Bank kepada 
Pcrum BULOG. 

e. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda 
Lang~rnan BAST beras di TD. 

f. Mcmbuat Daftar Rcalisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 
dn.n mclaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim 
Koordinasi Rastra Kecamatan rentan waktu pelaporan ditentukan 
dalam Petunjuk Teknis Kabupaten. 

g. Mcndokumentasikan (dalam bentuk foto hard copy dan soft copy) 
selia p Lahapan pelaksanaan pendistribusian Rastra di TD dan TB. 



BAB IV 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Perencr=1 mm n dan penganggaran Program Rastra 201 7 mengacu pada 
Undang-Undang Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tah un Anggaran 201 7. 

A. Perencanaan 

Kegiata n pcrcncanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan 
KPM, TD, dan TB. 

1. Kebijakan Penetapan KPM 
a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang 

tcrclaftar dalam DPM-1 Rastra Tahun 2017. 
b. Pagu Rastra Kabupaten Mojokerto sebesar 64.879 KPM telah 

mcncakup Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin; 

c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik 
KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Bupati maka 
dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran 

claftar KPM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil 

valirlasi dan perubahan data KPM melalui Musdes/Muskel 
dilaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tikor 
Rastra Kecamatan untuk disahkan Bupati. 

2. Penetapan Titik Distribusi (TD) 
Lokasi TD pada dasarnya ditctapkan di kantor/balai 
Dcsa/ l<clurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara 
PcmcrinLah Kabupaten dan Perum BULOG setempat dengan 
mcmpcrhatikan usulan dari Desa/Kelurahan. 

3. Penetapan Titik Bagi (TB) 
TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau 
olch l<PM ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara 
pcmcri n tahan Desa/ Kclurahan (Pelaksana Distribusi) dengan KPM 
sctcrnpat. 

8. Kebijakan Penganggaran 
Program Rastra merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang 
masuk dalnm Klaster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan 
Undang-Undnng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Bclc:1 njn Negara Tahun Anggaran 201 7, Pemerintah mengalokasikan 
Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut: 

1) Anggaran subsidi pangan Tahun Anggaran 2017 disediakan dalam 
APBN Tahun 2017, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian 
Angganrn (BA) 999.07. Kebijakan pemerintah pusat dalam 
penganggaran program l<astra hanya un tuk pengadaan beras dan 
pcnyaluranya sampai TD. 

2) Subsidi Pangan adalah sclisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) 
dengnn harga jual beras di Titik Distribusi (TD). 
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3) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 
900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah 
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyaluran Rastra dari TD 
sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup 
antara lain untuk : biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra 
dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga 
Tebus l~astra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra 
kepada KPM di luar Pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi 
Rastra untuk KPM di dalam Pagu yang ditetapkan. 

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi 
secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke 
TB (KPM), yang diatur di dalam Juknis dimasing-masing Kabupaten. 
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BAB V 
MEKANISME PELAKSANAAN 

A. Panduan Pelaksanaan Program Rastra 

Panduan pclaksanaan Program Rastra di Kabupaten berpedoman pada 
Petunjuk Teknis Program Rast.ra ini. 

Juknis Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Mojokerto setiap 
tahun akan ditinjt1u ulang untuk discsuaikan dengan situasi dan kondisi yang 
berkembang. 

Juknis Pclaksanaan Program Rastra di Kabupaten disampaikan dan 
dilaporkan kepada Tim Koord i nasi Rastra Provinsi. 

1) Penetapan Pagu Rastra Kabupaten 
a. Pagu Rastra Kabupatcn t:ahun 2017 merupakan besaranjumlah KPM 

yang rncncrima Rastrn pad a tahun 2017 di setiap Kabupaten atau 
jumlah bcras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap 
Kabupatcn. 

b. Pagu Raslra untuk sct.iap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur 
dengan mengacu pada Pagu Rastra Kabupaten yang disampaikan 
olch Mcntcri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kcbuclaynnan pada waktu pcnclapan Pagu Provinsi. 

c. Pcmcrint.:1'1 Kabuput.cn clapat membuat kebijakan untuk menambah 
Pagu Raslra bagi kcluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk 
dalam data KPM untuk Program Rastra 2017. Kebijakan ini didanai 
olch APBD sesuai dcngan kcrnampuan. 

2) Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan 

a. Pagu l<astra Kccamat.an dan Desa/ Kelurahan/Pemerintahan 
Setingkat Lahun 2017 rncrupakan besaran jumlah Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) yang mcncrirna Rastra pada tahun 2017 di setiap 
Kecamat:m dan Dcsnjl,clurahan/Pemerintahan Setingkat atau 
jumlah bcras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap 
Kecamatan dan Dcsa/ Kclurahan/pemerintahan berdasarkan DPM 
2017. 

b. Pagu Rastra u n Luk setiap Kecamatan dan 
Dcsa/Kclurahan/Pcrnerint.ahan Setingkat ditetapkan oleh Bupati. 

c. Pagu R~1stra di su~.l tu Dcsa / Kclurahan/ pemerintah setingkat pada 
prinsipnya tidak dapal clirclokasi ke Desa/Kelurahan/pemerintah 
sctingkat, kecuali mclalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 
(dua) Dcsa/Kelurahan/ pemcrintah setingkat atau lebih sebagai 
tindak lanjut Mudcs/ Muske! yang memerlukan penyesuaian Pagu 
Raslrn di masing-mnsing l)csa/ Kelurahan/pemerintah setingkat. 

d. Apabila l)agu Raslr;1 di suat.u wilayah tidak dapat diserap sampai 
dcngan t.anggal 15 Desember tahun berjalan maka sisa Pagu 
tersebut t.idak dapat clidistribusikan pada tahun berikutnya. 
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e. Untuk wilayah terlcntu bat.as waktu tersebut sebagaimana huruf d, 
dapat discsuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan 
24 Desember tahun bcrjalan yang diatur dalam Juklak dan Juknis. 

f. Pcnyclcsnian Pembayaran Harga Tebus Rastra untuk tahun anggaran 
2017 paling lambal diterima Peru 

g. m BULOG tanggal 31 Descmbcr 2017. 
h. Terkait dcngan poin (d) dan (e) di atas, untuk SPA alokasi Desember 

paling lambat diterima Perum BULOG tanggal 5 Desember 2017. 

B. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 
Pagu alokasi bagi Desa/ Kclurahan tclap, tidak dapat ditambah/ dikurangi. 
Dalam rangka rncngakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di 
Desa/Kclurc1l12H1, dimu11gki11kan pclaksanaan Mudes/Muskel, untuk 
memutakhirkan Daftar Pcncrima Manraat, yaitu : 
1. Perubahan/ pcrnbaharuan UPM Rastra dilakukan melalui 

Muscles/ Muskcl pada lahun be1jalan pada tahun pelaksanaan program 
Rastra. 

2. Melalui Musclcs/Muskcl ditctapkan Keluarga yang diganti/dikeluarkan 
dari DPM dan Kcluarga Pcngganti/masuk ke dalam DPM. 

3. Keluarga pcscrta Program Kcluarga Harapan ( PKH) harus mendapatkan 
Rastra dan lidak boleh dikcluarkan dari DPM Rastra. 

4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikcluarkan dari DPM adalah KPM yang 
pindah alamat keluar Desa/ Kclurahan/Pemerintah Setingkat, KPM yang 
seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dan KPM yang dinilai 
oleh Musdcs/Muskel sudah tidak layah sebagai menerima Rastra, KPM 
Rastra ynng l<elapa Kclw1n1ganya meninggal tetap memperoleh haknya, 
Rastra dibcrikan kcpada Pasangan Kepala Keluarga (PKK) atau Anggota 

Keluarga Lciin (AKL) tanpa rncngubah nama dalam DPM. 
5. Keluarga yang dinilai !ayah sebagai KPM pengganti untuk mengantikan 

KPM pada butir 4 (cmpat)diatas diprioritaskan kepada keluarga 
miskin/kurang mampu dcngan krcteria antara lain sebagai berikut 
,Jumbh anggota kcluarga bcsrn-, tcrdapat balita dan anak usia sekolah, 
lansia, pcnyanadang disabilit.as, kepala keluarga perempuan, kondisi 
fisik rumahnya tidak !ayah huni, bcrpendapatan paling rendah dan/atau 
tidak tctap. 

6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan 
Mudcs/Muskcl, dituangkan kc dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar 
Penyaluran [~astra di Dcsa/Kclurnhan. 

7. Setelah DPM-1 dihasilkan di Tingkat Dcsa/Kelurahan, penyaluran 
Raslra dap,H langsung dilakukan 1x1da lahun be1jalan. 

8. Mununjuk hut.ir l, apr1bila Muscles/Muske! diselenggaraka, maka harus 
dilengkapi dcngan Serita Acarn (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti 
(FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan 
mengisi/mclcngkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM pengganti dan setiap 

KPM yang d igan ti olc h Mu sd cs/ M uskel karena dianggap sudah tidak 
layah scbagai pcncrima Rast.ra. Format BA, FRP, FPPDT-PFM terdapat 
pada Lampiran Juknis Subsidi Pangan (Rastra). 
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9. Apabila dipcrlukan, Muscarn dapat diselenggarakan di Tingkat 
Kecamatan dan delengkapi HA Muscaro serta FRP dan FPPDT-PFM 
sesuai hasil Muscam. 

10. Dokumen BA Musdes/Muskel, F'RP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara 
berjenjang clari Dcsa/ Kclurahan, kc Kecamatan dan ke Kabupaten. 

11. Berdasarkan Dokurnen BA Musdes/Muskel, FRP dan FPPDT-PFM dari 
Desa/ Kelurahan yang ditcrima di Tingkat kabupaten, Bupati 
mengcsahkan DPM akhir l~aslrn ( DPM-1) untuk Wilayah kabupaten. 

12. Dokumcn Bl\ Musdcs/muskcl, F'l<I-> dan FPPDT-PFM disampaikan oleh 
Kabupatcn kcpada Mcnt:cri Sosial dan Gubernur, Dokumen yang 
diterima olch Cubcrnur dari Kabupaten disampaikan Kepala Menteri 
Sosial. Dokumcn lcrscbut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial 
pada tanggtll 15 Oktober tahun berjalan. 

13. Hal-hal yang lcbih spcsifik terkait perubahan Rastra diatur dalam 
Juknis. 

C. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra 
1. Peluncuran Program Rastra nasional dapat diikuti peluncuran Program 

Rastra di Provinsi oleh Gubernur. 

2. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di Provinsi, Kabupaten 
dapal clilaksanakan Lunpa llarus menunggu pelaksanaan peluncuran 
dan sosialisasi Program Rastra Nasional. 

3. Sosialisasi Pcclum Rastrn dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada 
saal acarn pcluncuran Progrnrn Rastra yang dilakukan oleh Tim 
Koordinasi l<ast.ra sccara bc1:jcnjang. 

4. Pelaksanaan pcnyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu 
peluncuran dan sosialisasi Program Rastra. 

5. Sosialisasi Program Rastra sccara umum dilakukan dengan mengacu 
pada stralcgi komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juklak Rastra. 

D. Pemantauan dan Evaluasi 
1. Dalam rangka mcningkatkan cfcktifitas penyaluran Rastra kepada KPM 

Rastra di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan 
Pemant.auan clan Evaluasi (Pl~) pcnyaluran Rastra. 

2. Dalam kcgic1t,rn pcmantmurn Dkan dievaluasi realisasi penyaluran 

Rastra dan idc11tifikasi pcnnasalahan yang menghambat pelaksanaan 
penyalura, kcmudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan 
penyaluran Rastra dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah. 

3. Pemantauan dilakukan sccara berjenjang. Tim Koordinasi Rastra 
melakukan pcmantm.1an kc jcn_jang yang lebih rendah atau ke KPM bila 
dipcrlu ka n. 

4. Kegiatan PL~ oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan 
dengan TKPK Provinsi. Kcgiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra 
Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten. 

5. Pelaksana8n PE dilaksanakan olch Tim Koordinasi Rastra Provinsi 
setiap 3 (t.iga) bulan sckali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan. 
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6. Pemantauan chm cvaluasi rli]aksanakan dengan metode kunjungan 
lapangan (supcrvisi atau uji pctik), rapat koordinasi, pemantauan media 

dan pelaporan. 

7. Pelaksanaan pcmantauan pclaksanaan program agar dibuat 
laporan/notulcn rapat dan clisampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi 
Rastra Provinsi. 

8. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan 
dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat 
pada lampiran Juklak sebagai panduan. 

E. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD) 
1) Penyediaan dan penyaluran Rast.ra sampai ke TD menjadi tugas Perum 

BULOG. 

2) Penyed iaan Beras Rastra 
Penyediaan beras untuk KPM Rastra oleh Perum BULOG Divre Jatim 

berasal dari bcn-1s hasil Pengadaan Dalam Negeri. Kualitas beras Rastra 
sesuai dcnga11 Inpn:s Kcbijakan Perberasan yang berlaku, dengan 
kemasan berlogo Pcrurn BULOG dengan kuantum 15 kg/karung 
dan/atau 50 kg/karung. 

3) Rencana Pcny:iluran 
Untuk mcnjamin kclancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG 
bersama Tim Koordinasi Ra.stra mcnyusun rencana penyaluran bulanan 

yang akan clituangkan dalam bcnluk SPA. 

4) Mekanismc Penyaluran 

a. Hasil pcmutakhiran data KPM (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa/ Lu rah/ Kcpala Perncrintah Setingkat, dan diketahui atau 
disahkan olch Camat dilaporkan secara berjenjang kepada Tim 
Koordinasi Rastra Kccarnatan dan Kabupaten untuk selanjutnya 
menjadi dasar pcncrbiLan SPA kcpada Perum BULOG. 

b. Bcrdasarlrnn P,tgu Rast.ra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra 
Kabupa lcn utau Pcjabat. y:rng ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA 
kcpada Pcrum BULOG. 

c. Berdasa1·kan SP/\, Pcrum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras 

untuk masing-rnasing l<ccrnnatan atau Desa/Kelurahan dengan 

atau tanpa mcnunggu pcluncuran resmi penyaluran Rastra pada 
a\Vcl I la h un. 

d. Scsuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras 
sampai ke TD tcrmasuk pcnggantian beras, yang sebelumnya 
dilakukan pcmcriksaan kualitas bcras terlebih dahulu oleh Tim 
Koordinasi Rast.ra di Gudang 
Pcrum BULOC. Mckanismc dan penetapan Tim Koordinasi Rastra 

Kabupatcn untuk mclakukan pcmeriksaan kualitas beras di gudang 

Pcrum 1'1ULOC scbclurn disal1_1rkan kc TD diatur dalam Juknis. 

e. Di TD clilakukan scrnh tcrima beras antara Perum BULOG dengan 

Tim Koordinasi l~aslra/ Pclaksana Distribusi dan dibuat BAST yang 
ditancfoLangani olch kcdua bclc:111 pihak. 



-18--

f. Pada prinsipnya pcnyaluran Rastra dilakukan setiap bulan, namun 
lerhadap rcncana pcnyaluran yang tidak dapat dilaksanakan setiap 
bulan dikarcnakan lclak geografis yang sulit (pegunungan dan 
wilayah kc pu la uan scrla dacrnh terpencil), musim panen, musim 
paccklik, hambalan lransporlasi, atau kondisi objektif daerah 
lainnya, agar dapal diajukan oleh pelaksana distribusi kepada Tim 
Rastra Kabupalcn dan dituangkan dalam Juknis. 

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB 
a. Penyalurnn Rastra dari TD kc TB sampai KPM menjadi tanggungjawab 

Pemerintah Daerah Kabupalen. 
b. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Pelaksana Distribusi Rastra harus 

melakukan pcngecekah kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan 
oleh Perurn BULOG di TD. 

c. Apabila ciilemukan Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan 
kuanlitas yang dilctaplrnn, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana 
Distribusi harus mcnolnk chin langsung mengembalikan kepada Perum 
BULOG, dan Perurn BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 
jam harus mcngganlinya dcngan kualitas dan kuantitas yang sesuai. 

d. Terkait pcnolakan kualitas dan kuantitas beras maupun alasan lain, 
oleh Tim Koordi11c1si Raslra/ Pclaksana Distribusi/Pihak lain, maka 
penolakcin lersebul harus dituangkan dalam Serita Acara 
Penolakan/ Pengcrn balian / Pcnggan tian Beras. 

e. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara 

reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, 
Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Rastra sesuai kebijakan 
Kabupaten set.cmpat. 

f. Terkait dcngc1n pcl;1ks;rnc1:.111 l.>rogram I~aslra, apabila terdapat Kepala 
Desa/ Lurah/ Pclaksa11[1 Dist.ribusi yang menolak untuk menerima dan 
mcnjalankan Program Rast.ra di wilayahnya maka harus membuat 
Pernyataan Mcnolak Program Rastra disertai dengan materai untuk 
dapat dipcrtanggungjawabkan dan untuk sampai batas waktu yang 
ditcntukan pclaksanaan dislribusi Rastra di wilayah tersebut dapat 
diambil alih oleh Tikor l~ust.ra di level atasnya (dalam hal ini dapat 

diambil alih oleh Tikor l<ecnnwlan). Terkait permasalahan dimaksud 
dapat diatur lebih lanjut dalam Juknis Pemerintah Kabupaten 
setempat. 

G. Penyaluran Beras Rastra dari TB kc KPM 
1. Unluk rncminirnalkun bic:1ya Lra11sporlasi pcnyaluran Rastra dari TB ke 

KPM maka TB dilclapkan di lokasi yang strategis dan mudah 
dijangka u olch KPM. 

2. Pelaksanaan pcnyalurm1 l~aslra dari TB kepada KPM dilakukan oleh 
Pclaksrn1a Distribusi dcngan rncnycrahkan Rastra kepada KPM 

scbanya 15 kg/J,l)~✓l/bub111, sclama 12 kali dalam setahun, atau 

sesuai dcngan kcbijalrnn Pcmcrintah Pusat dan dicatat dalam DPM-2, 
selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra 
Kabupatcnmclalui Tim I<oordinusi Rastra Kecamatan. 



3. Dokumen DPM-2 rncrupakan bagian dari pelaporan pertanggung
jawaban pclaksanaan distribusi, sehingga penyerahan DPM-2 oleh 
pelaksana dislribusi kcpada Tim Pelaksana Rastra Kabupaten harus 
dilakulrnn secara rutin t.iup bulan penyaluran paling lambat sebelum 
pelaksanaan pcnyaluran alokasi bulan berikutnya. Khusus untuk 
wilayah kepulauan dan daerah terpencil frekuensi penyampaian 
laporan DPM-2 disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat serta 
diatur lebih lanjut di dalam ,Juknis. 

H. Pembayaran Harga Tebus Beras Rastra (HTR) 
1. Harga Tcbus Raslra (l-ITI~) scbesar Rpl.600,-/kg di TD, dan untuk 

wilayah kcpulauan pcmbayaran HTR di pelabuhan muat. 

2. Pcmbayaran HTR dari KPM kcpada Pelaksana Distribusi Rastra 
dilakukan sccara tunai. Pelnksana Distribusi Rastra langsung 
mcnyctorkan uang HTR kc rckcning Perum BULOG melalui bank 
setempat atau disclorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. 
Pclaksanaannya dialur lcbih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis) 
Kabupat.en scsuai dcngan kondisi setempat. Apabila KPM tidak 
sanggup mernbayar sccaru lunai maka Pelaksana Distribusi atau 
Kcpalu Dcsa/Lurah rncrnbu;Jt Sur~it Ketcrangan belum membayar atau 
Pcrnya taan Bcrh u tang bermalerai yang dilengkapi dengan jatuh tempo 
kcsanggupan pelunasan tunggakan yang diserahkan kepada petugas 
Pcrum BULOC1. 

3. Perurn BULOC akan rncmbuat: pcmberitahuan posisi tunggakan HTR 
sccara rut.in sctiap bul:rn kcpada Dcsa/Kelurahan/pemerintah 
sctingkat., dan Dcsa/ l<clurahan/pcmerintah setingkat wajib 
membcrikan jawaban at.as konfirmasi dimaksud disertai batas waktu 
pclunasan tunggakan HTl< kcpada Perum BULOG/ Sub Divre 

sctcmpat. 

I. Pembiayaan 

Biaya penyelenggaraan dan pelnksanaan Program Subsidi Pangan 
(Rastra), seperti: Rastra APBD, biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, 

pemantauan dan evaluasi, scrta pengaduan bersumber dari APBD 

dan/atau Pcrum 13ULOC3. 



A. Pengawasan 
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BAB VI 

PENGENDALIAN 

Pengawasan pclaksanaan pcnyaluran l~aslra dilaksanakan oleh Inspektorat 
sesuai dcngan pcralurnn pcruncfong-undangan yang berlaku. 

B. Pela po ran 
1. Pelaksana Distribusi · Raslrn mclaporkan pelaksanaan Program Rastra 

kepada Tim Koordinasi Rast:ra Kccamatan secara periodik setiap bulan. 

2. Tim Koordinasi Rastra Kcc,Jmatan mclaporkan pelaksanaan Program 
Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap 
bulan. 

3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mclaporkan pelaksanaan Program 
Raslra kcpada Tirn Koorclina0i R:,1slra Provinsi dan tembusan 
disampaikan kepada Sckrctaris Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Kabu paten secara periodik setiap triwulan paling 
lam bat tanggal 10 (scpuluh) pada bu Ian berikutnya. 

4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi 
Rastra Kabuprilcn pc1ling lambat. Langg:il 10 (sepuluh) pada awal tahun 
berikuLnya. 

5. Perum BULOC rnclaporkan pclaksanaan pendistribusian Rastra kepada 
Ketua Tim Koordinasi l~ast.ra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) setiap bu Ian. 

6. Lokasi TD dan Tl-3 clan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim 
Koordinasi Rast:ra Kabupat.cn kcpada Tim Koordinasi Rastra Pusat, 
dengan tcmbusan kcpada Tim l(oordinasi Rastra Provinsi. 

7. Dokumen BA Mudes/ Muskel/ Mu scam, F'RP dan FPPDT-PFM dilaporkan 
oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang 
diterima oleh Gubcrnur dari Kabupat.en dilaporkan kepada Menteri 

Sosial. Dokumcn lcrscbut. paling lambal diterima oleh Menteri Sosial 
pada tanggal 15 Oktobcr tahun berjalan. 

8. Terkail Format Laporan clapal dilihaL p:1da Lampiran Juknis Rastra. 
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BAB VII 

PENGADUAN 

Sistcm Pcngclolaan Pcngaduon (SPP) Program Rastra menggunakan 
aplikasi bcrbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan 
secara bertahap akan ditcrapkan sccara nasional. Pengaduan pelaksanaan 
Program Rastra clap:1L disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh 
pelaksana Program Rastra. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja 
Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh 
Tim Koordinasi Raslrn di Lingkat dacrah hingga Kcmenterian/Lembaga (K/L) di 
tingkat pusat scsuai dcngan tugas, fungsi clan kcwenangan masing-masing. 

1. Unit pcngaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Kabapaten 
Mojokcrto di bawah koordinasi I nspcktur Kabupaten Mojokerto dan Dinas 
Pembcrdayaan M:1synrakal Kabupatcn Mojokerto. 

2. Unit pcngaduan hcrtanggungjawab mcngcloln sistem pengaduan Rastra. 
3. Pelaksanuan kcgiaLa11 unit pcngaduan Kuuupaten mengacu kepada 

Petunjuk IJclaks,rnaan Subsidi l~asLra Propvinsi .Jawa Timur Tahun 2017. 

4. Pengaduan tcnt;rng pelaksanaan Program Rastra ditangani secara 
berjenjang untuk disclcsaikan mulai dari Lingkat Kabupaten, Provinsi dan 

pusat scsuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. 
Ditetapkan balc1s waktu tcrtcntu (diatur dalam pedoman khusus 

Kemendagri) u11tuk rncnyclcsaikan sctiap langkah dalam proses 
pengacl ua n. 

5. Setiap aduan aknn cliketahui olch scgcnap anggota Tim Koordinasi Rastra 
dan lcrdistribusi kc Lcmbaga/Instansi/Dinas (K/L/1/D) atau Perangkat 
Daerah yang bcrtanggungjawab unt.uk mcng:1t:;1sinya. 

6. Unit pcngaduan l<ubupalcn di bawah koordinasi instansi yang 
membiclangi pembcrdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat 
sebagai tcrnpat pcngaduan. 

7. Unit pcngactLwn di tingkat l<aburntcn mcmbuat laporan secara berkala 

tentang pengaclu;in yang ditcrima, t.indak lanjut dan rekomendasi untuk 
perbaikan Program ffastra. 

8. Pengaduan lcrhaclap hal yang bcrkaitan dcngan masalah kualitas dan 
kuantitas Raskin, disampaikan kcpada Perum BULOG Subdivre Surabaya 
Selatan ,JI. l~A. 13/\SUNI No. 6S Mojokcrto Tclp 0321 321033 atau GBB 
Gunung Ocdang:111 lJI. 13ay Pass Mojokcrlo Tclp 0321 323512 atau GBB 
Sooko .JI. f~A. 13/\SUNI No. 19 Sooko Tclp 0321 394857 untuk segera 
ditindak lanjuti/ langsung disclcsaikan. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Rastra a dala h hak masyara ka t bc r·penda palan renda h yang diberikan 
dan ditetapka n oleh pem e r in ta h d a la m rangka m e mbantu m encukupi sebagian 
kebutuhan pa n gan pokok d a lam be nLuk be ra s . Apabila terjadi penyimpanga n 
dalam pela ksanaan nya , schingga masya rakaL berpe ndapatan renda h ya ng 
berhak (KJJM Ra s t ra) tidak mendapalkan haknya, maka diselesaikan sesuai 
dengan pera tura n p erunda ng-undan gan. 



No. 

1 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 
Dst 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PROGRAM SUBS ID I BERAS 
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 
2017 

MODELDPM-1 

DAFTAR PENERIMA MANFAAT RASTRA TAHUN 2017 

PROVINS! : JAWA TIMUR 

Nama Kepala 
Keluarga 

2 

KABUPATEN 

KECAMATAN 

KELLI RAHAN/DESA 

Nama Pasangan 
Kepala Keluarga 

3 

JUMLAH 

Mengetahui / Disahkan 
Camat, 

(Tanda Tangan dan Stempel) 

Nama Jelas 

: MOJOKERTO 

Nama Anggota Keluarga 
Lain 

4 

............. , ' 

Alamat Lengkap 

5 

.......................... ...... 2017 

Ditetapkan 
Kepala Desa/Lurah, 

(Tanda Tangan dan Stempel) 

Nama Jelas 



No. 

1 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

Dst 

MODEL DPM-2 

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASTRA TAHUN 2017 

{BULAN : ........................................... TAHUN 2017 

PROVINS! : JAWA TIMUR 

Nama 

2 

KABUPATEN 

KECAMATAN 

KELU RAHAN/DESA 

Alamat Lengkap 

3 

JUMLAH 

Mengetahui / Disahkan 
Kepala Desa/Lurah, 

(Tanda Tangan dan Stempel) 

Nama Jelas 

: MOJOKERTO 

Jumlah (kg) 

4 

Harga (Rp) Tanda Tangan KPM 

5 6 

............. , ' ................................ 2017 

Titik Distribusi 
Ketua Pelaksana Distrlbusi 

(Tanda Tangan dan Stempel) 

Nama Jelas 



CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL 

SERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN 

Desa/Kelurahan 
Kecamatan 

Ka bu paten 
Provinsi 

Mojokerto 
Jawa Timur 

Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto Nomor ............ tanggal ......... 2017, tentang Penetapan Pagu Rastra 
tahun 2017 , maka masyarakat Desa/Kelurahan ............. , Kecamatan ............... , Kabupeten Mojokerto, 
Provinsi Jawa Timur. 

Menyelengarkan Musyawarah DHsa/Kclurnhan, pada : 
Hari ............. . 
Tanggal ................................... . 

Dengan Peserta sebagai berikut 
1. Aparat Desa 
2. Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat 
3. Perwakilan KPM Rastra 2017 

Dengan kesepakatan sebagai berikut : 
Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut 
1. Jumlah KPM dalam DPM 

2. Jumlah KPM yang diganti karena: 
a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) 
b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) 
c. Rumah Tangga tercatat dua kali dalam DPM awal 
d. Rumah tangga dianggap sudah mampu 

Orang 
Orang 
Orang 

Rumah Tangga 

Rumah Tangga 
Rumah Tangga 
Rumah Tangga 
Rumah Tangga 
Rumah Tangga 

3. Jumlah Keluarga pengganti (2a+2b+2c +2d) adalah . . . .. . . . . .. . . . . .. Rumah Tangga 
dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah 
KPM pengganti 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya . 

Kepala Desa/Lurah 

Tanda Tangan & Stempel 

( .......................................... ) 

Nama Jelas 

Perwakilan KPM 

Tanda Tangan 

( ......................................... ) 
Nnma Ju/as 

......... ............. , ......................... 2017 

Ketua BPD/Dekel 

Tanda rangan & Stempel 

( .......................................... ) 

Nama Jelas 

Perwakilan KPM 

Tanda Tangan 

( ........................................ ) 
Na111a Je/as 

(Tempat) (Tanggal) 

Perwakilan Tokoh 
Agama/Masyarakat 

Tanda Tangan 

( .......................................... ) 

Nama Jelas 

Perwakilan KPM 

Tanda Tangan 

( .......................................... ) 
Nama Jelas 



CONTOH BERITAACARA MUSCAM 

SERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN ....... . 

Berdasarkan Surat Bupati Mojokerto. No.: ........ tanggal 20"17, tentang Penetapan Pagu Rastra 
tahun 2017, maka pada hari i111 .............. tanggcil ........ , bulan ... , tahun dua ribu .......... , Kami 
para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ......... Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur telah mengadakan 
Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut: 

-----· --- - .. ... - ·----

No Nama Desa/Kelurahan 
Jumlah KPM 

Keterangan 
I Awai Hasil Muscarn --- --- . --1 --· -- -- - ---- ·-· - --~--~ 

1 
----•- - ----~------ . 

2 
I-~---

3 I 
··-

dst 

Jumlah 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Kepala Dcsa.llurah 

(Tanda tangan dan Stempel) 

(Nama lcrang) 

Kepala Desa/Lurah 

(Tancla tangan dan Stempel) 

(Nama Jclas) 

Disallkan oleh: 
Carnal .............. . 

............... , ................... 2017 

Kepalc1 Desa/Lurah 

(Tanda tangan dan Stempel) 

( Nam a terang) 

Kepala Desa/Lurah 

(Tanda tangan dan Stempel) 

(Nama Jelas) 

(Tanda tangan dan Stempel) 

(Nama Jelas) 



CONTOH MODEL SURAT PENUNJUKAN 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Kepada Yth 

: Penunjukan Petugas Penerirna dan Penanda tanganan 
Dokumen Rastra 

Ketua Tim Koordinasi Rastra 
Kabupaten Mojokerto 
Di-

Mojokerto 

Januari 2017 

Dalam rangka kelancaran, kecepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pendistribusian Rastra di 
Desa ............... Kecarnatan .................. Kabupatena Mojokerto. Penerima dan Penanda tangan 
dokumen Rastra khususnya Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra adalah Kepala Desa, dan 
apabila berhalangan karena suatu hal/tidak berada ditempat, rnaka ditunjuk Petugas Penerima 
Rastra yang mewakili Lurah, ya1tu . 
1. . ............................................ Jabatan : Sekretaris Desa 
2. . ............................................ Jabatan : Kaur Keuangan 
3. . ............................................ Jabatan : Kaur Kesra. 

Berikut adalah nama lengkap, jabatan dan contoh tanda tangan petugas dimaksud. 

No N;-irna Ji1batrrn Tandc1 Tangan 

1 l(epula Desa 1 

2 Sekreta ris Des a 2 

3 Kaur Keuangan 3 

4 Kaur Kesra 4 

Demikian disarnpaikan untuk menjadi maklum 

Ke pa la Desa ................ . 

Tembusan: 
1. Camat .................. .. 
2. Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan 



MODE BAST 

SERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASTRA 
NOMOR: ................................. . 

Berdasarkan Surat Permintann A!okc1si (SPA) Rupati Mojol<Prto N0 · .......................... tanggal 

................ , dan SPPB/DO No.: ............... pada hari ini: ................ , tanggal ................ , bulan 

................... , tahun ................ , kami yang bertanda tang an di bawah ini: 

1. Nama 
Jabatan Satker Rastra Perum BULOG 

Divre/Subdivre/Kansilog .......................... .. 

selanjutnya disebut PIHAK I 

2. Nama 
Jabatan Pelaksana Distribusi Rastra *) 

Desa/Kelurahan ............................... . 

selanjutnya disebut PIHAK II 

PIHAK I telah rnenyerahkan Beras Rastra di TD untuk alokasi bu Ian ............... sebanyak 

................. Kg., untuk ............. l~TS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Rastra di TD sesuai 

ketentuan yang berlaku, sebagaimana tersebut diatas dengan pembayaran tunai. 

Penyerahan beras sarnpai kepada KMP rnenjadi tanggungjawab PIHAK II. 

Demikian Serita Acara Serah Terima Raslra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

PIHAK II, PIHAK I, 

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) 

( Nama Jelas ) ( Narna ,Jelas ) 

Catatan: 
*) =sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat 



CONTOH MODEL SURAT KETERANGAN 

SURAT KETERANGAN BELUM MEMBAYAR 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nam a ....................................... . 

Jabatan 

Alamat 

: Kepala Desa/SekDes/Kaur *) ................ . 

Dengan 1ni menyatakan bahwa beras Rastra yang telah didistribusikan di 
Desa/Kelurahan ....................... Kecarnatan ............................... Kabupaten Mojokerto 
untuk alokasi bu Ian ...................... senilai Rp ....................... . 
( ............................................... ) equivalen .............. kg beras untuk 
................... KPM be I urn dibayar, dan akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh 
Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya pad a tanggal .................. 2017. 

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pembayaran Rastra tersebut belum 
dilunasi sebagian/seluruhnya, maka pendistribusian Rastra alokasi berikutnya ditunda 
sampai pembayaran tersebut dilunasi. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya . 

... ... ... ... ... ..... , ................... 2017 

( ............................................... ) 

(nama terang/tanda tangan/stempel) 

*) Sesuai surat penunjukan dari Kepala Desa/Lurah 



REKAPITULASI SERITA ACARA PELAKSANAAN 
PENYALU RAN BERAS RASTRA 

K ABUPATEN 
KECAMATAN 

ALOKASI BULAN 

DISALURKAN BULAN 

MOJOKERTO 

2015 
2015 

MODEL MBA-0 

Berdasarkan Serita Acara Serah Terirna Beras Ras1ra di Titik Distribusi/Warung Desa, telah disalurkan 
beras sebanyak .... ... .. . kg kepada ... ... RTS-PM dengan rinc,an sebagai berikut: 

No. 
Kelurahan/Desa/ Jumlah Kuantum Nilai BAST 

Keterangan 
Kecamatan RTS-PM (Kg) (Rp. 1600/kg) Nomor 

--
I 

- -- . 

- - - - - - - I 
I - .. . 

- - -
- - - -

- . - - . 

- --- --
- - -· -

- ----- --
- -- ----- -- - - - --- - - . 

- - - --

- -- - - --
Jumlah _L 

~ - - . - -- - I 

. . ... .. .. ... .. .. . ,, .................... ... 2015 

CAMAT, *) SA TKER RAST RA 
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ....... .... . 

(Tanda Tangan & Stempel) (Tanda Tangan) 

(Nama Terang) (Nama Terang) 

Catatan : 
*)=atau pejabal yang rnewakili atau ditunjuk 



MODEL 
MBA-1 

REKAPITULASI SERITA ACARA SERAH TERIMA 
PELAKSANAAN PENY ALU RAN RASTRA 

KABUPATEN 
ALOKASI BULAN 
DISALURKAN BULAN 

MOJOKERTO 

................................. 2017 

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Rastra di 
Kecamatan untuk alokasi bu Ian ................ 2017, telah disalurkan beras sebanyak 
..................... Kg untuk ............... KPM, dengan rincian sebagai berikut: 

s/d bulan bulan 
No. Kecamatan lalu 1111 

1 
2 
3 

Ks/d bulan 
ini 

5 

Nilai 
(Rp) 

6 

Keterangan 

7 

------------- --- - . ----·- - -·-----1-~----+-------+------------t 
4 -~ -----·1----·-_··· _-·_ --_----_----4-------_·_·~---+---------+---------1 

1 r- I --1------- ---- --- ----•----------------
8 
9 
10 ---------- ---------

-- - ,i -----·-·------·· 

- .. -····--- - .... --· --- . ---------+------4-------1 

- ! 
- - - ---- -~--

~1-•----- -·· 

Jumlah ............... . 
I 

·- I ·-- -.. J __ _ 

........... ·············· ······················· 2017 

BUPATI MOJOKERTO ') DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ......... . 
KEPALA, 

(Tanda Tangan & Stempel) (Tanda Tangan & Stempel) 

Nama Jelas ) ( Narna Jelas ) 

Catatan: 

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk. 



BERIT A A CARA 
PENGECEKAN BERAS RASTRA 

Pada hari ini ............. Tanggal. .............. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati 
Mojokerto No.: ..................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama 

Jabatan : .............................................. *) 

Selanjutnya disebut PIHAK I 

2. Nama .............................................. . 

Jabatan . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . *·) 
Selanjutnya disebut PIHAK II 

3. Nama .............................................. . 
Jabatan : Kagud ..................... .. 

Selanjutnya disebut PIHAK Ill 

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras rastra 

secara visual untuk alokasi bu Ian ............ tahun . . . . . . . . . Kabupaten Mojokerto ...... di gudang 

Perum Bulog, dengan kondisi baik. 

Demikian Berita Acara ini clibuat untuk dapat clipergunakan sebagaimana mestinya. 

·······················1 ............. 2017 

PIHAK Ill PIHAK II 

Tandatangan Tanda Tangan 
( ............................ ) ( ......................... ) 

Nama Jelas Narna Jelas 

Catatan: 
*) = Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Rastra Kabupaten Mojokerto 
**)= Satker Rastra Perum BULOG 

PIHAK 

Tanda Tangan 

( ......................... ) 
Nama Jelas 



MODEL LT- 0 

Nomor 
Lampiran 
Perihal Laporan Pclaksanaan Program Rastra 

Bulan .. ...... .. .. .. .... Tahun 201 7 

Kepada Yth .: 
Ketua Tim Koordinas i Ras tra Kabupaten Mojokerto 
di 

Dengan ini disarnpaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan: .................. .......... , 
Tahun 2017, sebagai beriku l: 

01. Sosialisasi . . . . . ....... .. . ... . (isinya laporan tentang 
pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang 
meliput1 wilayah, peserta , materi, dan 
perrnasalahan yang dijumpai di lapangan, serta 
pemecahannya) 

02 Penyaluran Beras 

No. Desalt<el 

1 2 

1 -
2 
3 
4 

Ost --
Ju m l a ll 

03. Has11 
Pemanlauan 
& Evaluasi 

Rencana Alokas i Realisasi 

s/d 
s/d s/d 

sd 
bin lalu 

bin ini bin bin bin ini 
bin ini 

ini lalu 

i 
3 4 5 6 7 8 

- - ·-
I -- - . --- . 

11' 

I -----,-- -- -
(D1uraikan hasil-l1asil pemantauan berdasarkan 
inslrumen/formulir pamantauan Rastra yang terlampir 
di Juknis ) Permasalahan dan Saran ( diuraikan juga 
dari hasil penanganan pengaduan ). 

Demikian disampaikan mol1on maklum clan lerima kasih. 

.. .. ...... . .. . . .. .. .. . .. .. ... 2017 

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan 

(Tanda Tangan & Stempel) 

( .. : ................................... ) 



MODEL LT-1 

Nomor 
Lampiran 
Periha l Laporan Pelaksanaan Program Rastra 

Bulan . . . . .. ... . . ... Tahun 201 7 

Kepada Yth .: 
Ketua Tim Koordinas i Rastra Provinsi Jawa Timur 
di 

Dengan ini disarnpaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra , bulan: 
Tahun 2017, sebagai berikut: 

01 . Sosialisasi . . . . . . .......... ... (isinya laporan tentang 
pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang 
meliputi wi layah, peserta, materi, dan 
permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta 
pemecahannya) 

02. Penyalura11 Deras 

No. Desa/Kel 

1 2 

1 ---'-· 
2 -
3 -- I-

4 
Ost .. 

Ju m l a h . -
03. Hasil 

Pernan tauc1n 
& Evalunsi 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
s/d s/d 

sd 
bin ini bin bin bin ini 

bin lalu 
ini lalu 

bin ini 

3 4 5 6 7 8 

'- J_ _7 __ J_ 
' - ' , 
. - - - - -
---·--- - ·-

(Diuraikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan 
inst rumen/formulir pamantauan Rastra yang terlampir 
di Juknis ) Permasalahan dan Saran ( diuraikan juga 
dari hasil penanganan pengaduan ). 

Demikian disampaika11 111ollon rnaklum dan terima kasih. 

. .... . .. ... .. .. .. .. ·· ···· ·· ·· 2017 

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten 

(Tanda Tangan & Stempel) 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ) 



MODEL LT-2 

Nomor 
Lampiran 
Perihal Lapo ran Pclaksanaan Program Rastra 

Bulan .. ... ...... .. ...... Tahun 2017 

Kepada Yth .: 
Ketua Tim Koordinasi Ras tra Pusat 
di 

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra, bulan: ·· ······ ··········· ·········, 
Tahun 2017, sebagai berikul: 

01. Sosialisasi . . . . . . .... ... .. . ... (isinya la po ran tentang 
pel,.1ks.incinn sosialisc1si Program Rastra yang 
mclipuli wilayah, peserta , materi, dan 
permasalal1an yang dijumpai di lapangan, serta 
pemccahannya) 

02. Penyaluraf' Beras 

No. Desa/Kel 

1 2 
--- ---

1 - -
2 
3 ---
4 -

Ost 
-- -

J u m I a 11 
~ 

-
03. Hasil 

PemanlaL ·)1·, 

& Evaluasi 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
s/d std 

sd 
bin ini bin bin bin ini 

bin lalu 
ini lalu 

bin ini 

3 4 5 6 7 8 

~----

- - --
I -- - --- - - -,--- - 1 - - -

I .... - --- ---- --·· --
(lJ,uraikan has1l- l1as1I pemantauan berdasarkan 
instrurnen/formulir pamantauan Rastra yang terlampir 
di Juknis ) F'e rmasalahan dan Saran ( diuraikan juga 
dari hasil penanganan pengaduan ). 

Demikian disampaikan mol1on maklum dan terirna kasih . 

.. . . .. . .. .. . ... , . .. ··· · ·· ·· ·· . .. ... .. . .. . . ... 201 7 

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan 

(Tanda Tangan & Stempel) 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 



STRATEGI KOMUNIKASI 

Strategi kornunikusi ,1dalah pcnclck,llan sccara kcscluruhan yang diterapkan 
dalam menyosial isai k;m Program Rastra kepada bcrbagai khalayak sasaran 
terkait. Komunilrnsi cian sosialis:1si Program Rastra di Kabupaten Mojokerto 
dilaksanakan olch Tim Koordinasi Rastrn Kabupaten Mojokerto dan memerlukan 
perencanaan bcn;am:1 antara Pcrnngkat Dacrah anggota Tim Koordinasi Rastra 
serta kcrjasarm1 d:ll,1111 pclaksan~wnnya, schingga clap~1l berjalan dengan efektif 

dan bersinergi. 

A. Tujuan 
1. Menyebarluaskan informasi lcnlnng kcbijakan Program Rastra secara utuh 

dan komprcl1c11~;:L 

2. Membnngt111 i,: 1 '·~;1clar:in cbn pcm;;hamnn parn pemangku kepentingan 
bahwa Prngr;H;i l~aslra rm~rup;,kan program bersama yang menghendaki 

kepedulian, kornitmcn dan kctcrlibatan berbagai pihak. 
3. Membangun kcbcrpihakan clan komitmen para pemangku kepentingan 

untuk mcnclukllng pclaksnrnwn Program Rnstrn agar dapat mencapai 

tujuanny:-1. 

B. Sasaran 
Sasaran str;-itcgi L·,i:nunikasi 1>ro~r::11T1 l~aslra mcliput.i pcmangku kepentingan 

yang bcrvari:1:-:.i y;::1;~ sc~::Jr::, u111u11: t.c1·diri dari rnasyarakat umum, penerima 
manfaat progi·;nr: t l(PIVI), lnst:111~;i/ Lcrnbaga tcrlrnit. pelaksanaan program 
(Perangkat Ducr:1li 1i: Kabupatc1, IVlojokcrlo yang t.crlibat dalam Tim Koordinasi 

Rastra), kelornpok pcnclukung scrta pernangku kepentingan lainnya (TKPK, 

DPRD, Lembapt Di>nor, TKSK, LSM ell!) 

C. Metode 
1. Penyebaran. informasi, nwrup:tlrnn pcnyampaian informasi secara massif 

dan intcnsif kcpada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan 
berbagai s:,iluran komunikasi. 
Tujuan kcgirnc1:: ini ac.ic:1lc1h incrn bangun pcmahaman yang tepat oleh 
khalayak s;1s~1r·;:·1 LcnU111g prinsip clasar, kcbij::ikan dan mekanisme 

Program 1-.:astr;; scecu-c1 kL'sclunilwn, sehingga masyarakat memiliki 

kesadarnn dan \;cngctahuan y;111g cukup unLuk bcrpartisipasi secara aktif 
mcngawal pcl:d, ::,inaan 1-)rngr;im l<c:1stra. 



2. Persuasi, pad~1 prinsipnya Lcri<.ail erat dengan tindakan penyebaran 
informasi scbag:1imana diurnilrnn pada butir 1 diatas, Bedanya dalam 
kegiatan pcrsu,1si tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk 
membangu11 kclwrpihaknn, dukungan khalayak sasaran terhadap Program 
Rastra. 

3. Advokasi: dil:1:<1:;<an dc11gan tu_juan mcmbangun kcpedulian dan komitmen 
para pcnwn~~k.: kcbij:1k:1n Progr;1m l~r1stra. Dl'ngan demikian, para 
pengambil l<cp~, 1 t1sa11 akan lcl.)111 rncmahami pcnllngnya Program Rastra 
dan mempun_v:ti komjlrncn unluk rncmbcrikan dukungan penuh dalam 
pelaksanaan d:111 pengawns:111 Progrnm l~astra. 

D. Materi/Pesa::1 
Matcri/pcsan .\'';111r'. disnmp:1ilcin p:1d;1 lrnmunikasi clan sosialisasi Program 
rastra adalah scb::gai bcrikut 

a. Scjarah Progr:1111 l~astra 
b. Tujuan, m,mfa:1t clan sasarrm Prngr~.1rn Rnstra 

c. Pagu l~nslr:1 ci;111 kcpcscrla.111 Prngrarn l~astra 

d. Aspek kclcrn h:1;< .;in Progr:1111 !~:1st rn. t.crkait pcmbagian peran dan tanggung 

jawab a11l,1r le::· haga di dnlrnn Tim l<oordinasi l~astra dan di berbagai 
tingkatan (pu!-.;i: (lan dacrah). 

e. Aspck pcrcnc;,i .. 1,:in dan pcng,I11ggar;In Progr.irn R.1stra 
f. Mekanism(' pc!;,· :;an;ian Progr;.im l~:isl.rn, lcrmasuk didalamnya mekanisme 

penyalun.111 her;::; !~;1str;1 
g. Indikator kincrj;: !)rogram l~astra 

h. Ajakan untuk ilrnt scrt.a rncndukung pelaksanaan Program Rastra. 

E. Saluran/Media E.omunikasi 

1. Komunik:10i pcrsonal/kclornpok (ccramah, diskusi dib alai desa, 
khotbah di ti'.rr1p:1l ibad:1h, kunjungan pacla tokoh masyarakat, 

sosialis:1~~i oHi TI<SK dan fosilitat.or progrnm penanggulangan 
kemiskinan l:::11nya. 

2. Pertcnn::,11/ r:.:i;il koordi1::1si, ~c11;111:1r) lok;1kc:1rv:1 

3. Matcri ,··· 1 ::.. (lc;tlkt. buklcl. nycr. buku pedoman 
umum/_1ut,l.1 .•uknis, advnlqrial di rnajalah, tabloid, koran) 

4. Medin ti-;1(> ··nal lpcrtttnjt1lG!n \vnyang, lcnong, atau bentuk 
kcsenian bi1:,,\a scsLwi kckhasan daerah rnasing-masing) 

5. Media pc;·1yi:::·:1n; bcrupa ildan layanan masyarakal, running text atau 

lal/csho1u/cii:1if'!~ (tclcvisi, r:1elio nnsional maupun radio komunitas) 

6. Media l11n:· r1::1ng (spnncilllc hnliho, poster) 



.. 

7. Media bnrn (1 ncd ia i n LC' rn ct , si tus web Pc m er intah Ka bu pat en 
Moj ok c r to, 11wcl ia sosia l (Jc1 cehoo /\·. twitte r, d ll .) 

Moni tori n g pctr' 
untuk m engcta!1 1 , 

p emaham an drn. 

pemanlau an d .1p.,: 

selanjutny a . 

I1 tnua n pc rl 11 d i lak u k cin sc lclah pelaksan aan sosiali sasi 

a pakah ada pvningkal a n k csadaran, pen getahuan dan 

k halayak sas:1rnn 1erh c1 da p Progr am Rastr a. H asil 

11 t:11j:.id i m as I kc1 n bagi pcnyusu nan s t rategi sosialisasi 

Du kunga n pc11 il, ,ya,11 1 sosia lisasi Prog ra m l'<asLra d apat b erasal dari APBN , 
APBD, lem b;.1gc1 c, 1rJr cla n dmi p:1rti '-i ipasi d u nia u sah a sebagai CSR. Pola 

p ertanggungjaw;.1 li:111 pc nggunaan an gga r an m c ngac u pada per aturan dan 
p erundan gan. 

BUPATIMITTTO, 

MUSTOFA KA PASA 


